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MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 202 /KEP/L/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keamanan informasi
yang terstruktur, sistematis, terukur, dan
berkelanjutan perlu menyusun Rancangan Peraturan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi;

b. bahwa untuk menghasilkan rancangan peraturan yang
terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim
penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan
dan  Keluarga Berencana  Nasional tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
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Mengingat

Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen

Keamanan Informasi;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 376);

Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 377);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan
Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1490);

Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946};

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI.

Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang
Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya
disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta
bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan
peraturan;

b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan pembahasan dan  penyempurnaan
rancangan peraturan;

d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi

dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan



e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik
dengan melibatkan masyarakat dan pemangku

kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTER! KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR 202 /KEP/L/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG SISTEM MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
Ketua . Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Anggota Medy Kurniawan
Ruliwati Djamaluddin
Angga Kris Andhika
Margaretha Elia
Kharisma Fitria Puspa
Mudiyono
Yugo Waskito

Gilang Taufiq Arsyannur

R A U S S

Evi Pahlawaniati
Miftakhul Fahmi

Rasmawati

e
N = O

Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro

Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

'Fpua‘ " 'NDO‘“S\’ &

BUDI SETIYONO & L
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